Journal of Law and Nation (JOLN) e-ISSN: 2962-9675
Vol. 3 No. 3 2025 hal. 193-206

STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN): PERAN MENTERI SEBAGAI WAKIL PEMEGANG SAHAM,
TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN
PENGAWAS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG
BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Gunawan Widjaja
Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja gunawan(@yahoo.com

Abstract

This study discusses the organisational structure and management system of State-Owned Enterprises (SOEs)
within the framework of implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). As state-owned
business entities, SOEs play a strategic role in economic development and public services. However, the complexity
of institutional relationships between the Minister as the representative of shareholders, the Board of Directors as
operational managers, and the Board of Commiissioners and Supervisory Board as internal controllers often canses
problems in the implementation of effective and accountable governance. This study uses a literature review method
by examining laws and regulations, academic literature, and institutional reports to analyse the roles and
responsibilities of each SOE organ in realising good corporate governance. The results of the study show that the
successful implementation of GCG in SOEs is highly dependent on the clarity of the division of functions and
anthorities, management integrity, and consistency in applying the principles of transparency, accountability,
independence, responsibility, and fairness. Strong synergy between the Minister, the Board of Directors, the Board
of Commissioners, and the Supervisory Board is necessary to create an efficient, professional management system
that is oriented towards national sustainability.

Keywords: State-Owned Enterprises, organisational structure, corporate governance, institutional roles, Good
Conporate Governance.

Abstrak

Penelitian ini membahas struktur organisasi dan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dalam kerangka penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Sebagai entitas
bisnis milik negara, BUMN memegang peran strategis dalam pembangunan ekonomi dan
pelayanan publik. Namun demikian, kompleksitas hubungan kelembagaan antara Menteri
sebagai wakil pemegang saham, Direksi sebagai pengelola operasional, serta Dewan Komisaris
dan Dewan Pengawas sebagai pengendali internal sering kali menimbulkan persoalan dalam
pelaksanaan tata kelola yang efektif dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode kajian
pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta laporan
kelembagaan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab setiap organ BUMN dalam
mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan
penerapan GCG pada BUMN sangat bergantung pada kejelasan pembagian fungsi dan
kewenangan, integritas manajemen, serta konsistensi penerapan prinsip transparansi,
akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan keadilan. Sinergi yang kuat antara Menteri,
Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas diperlukan untuk menciptakan sistem
pengelolaan yang efisien, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan nasional.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara, struktur organisasi, tata kelola perusahaan, peran
kelembagaan, Good Corporate Governance.

Pendahuluan
Struktur organisasi dan sistem pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
merupakan aspek krusial dalam penyelenggaraan fungsi ekonomi negara. BUMN memiliki
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peran ganda sebagai entitas bisnis yang harus menghasilkan laba serta sebagai alat kebijakan
pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Konfigurasi struktur organisasi dan
relasi antarlembaga di dalam BUMN menentukan sejauh mana efisiensi, akuntabilitas, dan
kepatuhan hukum dapat diwujudkan (Dubihlela, 2022). Dalam konteks ini, tantangan yang
muncul sering kali berkaitan dengan batas kewenangan antara Menteri sebagai wakil pemegang
saham negara, Direksi sebagai organ pengelola, serta Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas
sebagai organ pengawas. Koordinasi yang tidak seimbang atau tumpang tindih kewenangan di
antara unsur-unsur tersebut berpotensi menimbulkan masalah tata kelola yang berdampak pada
kinerja dan reputasi BUMN (Umanto et al., 2021).

Secara historis, pengelolaan BUMN di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan
mengikuti dinamika kebijakan ekonomi dan politik nasional. Sejak diterbitkannya Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, paradigma pengelolaan mulai diarahkan pada
profesionalisasi manajemen dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG)
sebagaimana diterapkan di korporasi modern. Perubahan ini menandai transformasi
fundamental dari model pengelolaan birokratis menuju manajemen yang lebih berbasis kinerja
dan akuntabilitas. Meskipun demikian, implementasi prinsip GCG dalam BUMN sering kali
menghadapi kendala struktural, terutama ketika fungsi pengawasan negara tumpang tindih
dengan kewenangan manajerial direksi (Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2003 tentang Badan Usaha
Milik Negara (sebagaimana telah dinbah) [web:1][web:20], 2003). Dalam beberapa kasus, keterlibatan
kementerian terlalu jauh dalam urusan operasional menyebabkan bias kepentingan dan
menghambat efisiensi bisnis.

BUMN sebagai bagian penting dari sistem pereckonomian nasional tidak hanya
diharapkan memberi kontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menjalankan fungsi
sosial untuk pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, tata kelola yang efektif menjadi faktor utama
dalam menjamin keseimbangan antara misi publik dan tujuan komersial. Peran Menteri BUMN
sebagai wakil pemegang saham negara menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan tersebut
(Bortolotti et al., 2021). Sebagai representasi negara, Menteri bertanggung jawab menetapkan
kebijakan strategis tanpa mencampuri operasional harian yang menjadi kewenangan direksi.
Namun, dalam praktiknya, batas antara kebijakan makro dan campur tangan mikro sering kali
kabur, menimbulkan problem desain kelembagaan yang perlu ditinjau Kembali (Claessens &
Yurtoglu, 2013).

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance mencakup transparansi, akuntabilitas,
tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini menjadi pedoman dasar bagi
setiap BUMN untuk mengelola sumber daya secara etis dan efisien. Namun dalam kenyataan,
pelaksanaan prinsip tersebut tidak selalu berjalan mulus. Direksi sebagai pengambil keputusan
strategis kerap menghadapi tekanan politik dan ekspektasi publik yang tidak sejalan dengan
prinsip bisnis. Sementara itu, Dewan Komisaris yang berperan sebagai pengawas kadang tidak
memiliki independensi penuh akibat adanya keterikatan politik atau kepentingan birokrasi.
Kondisi ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam relasi kekuasaan internal BUMN yang
dapat memengaruhi pencapaian tujuan GCG secara menyeluruh (Clarke, 2003).

Sebagai organisasi yang berorientasi korporasi, BUMN seharusnya dikelola dengan
prinsip profesional, efisien, dan transparan sebagaimana perusahaan swasta sehat. Namun,
konfigurasi kelembagaan BUMN yang unik —di mana negara berperan ganda sebagai pemilik
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dan regulator— menimbulkan tantangan tata kelola tersendiri. Hal ini diperparah oleh adanya
kebijakan intervensi yang sering berubah mengikuti kepentingan politik jangka pendek (Wang
et al.,, 2018). Akibatnya, meskipun peraturan perundangan mengatur secara jelas peran masing-
masing organ, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan dan ketidakefektifan organisasi.
Fenomena ini menunjukkan pentingnya analisis mendalam tentang keseimbangan fungsi antara
pemilik, pengelola, dan pengawas dalam menjamin stabilitas dan integritas BUMN (Yakup,
2021b).

Dalam kerangka hukum nasional, struktur organisasi BUMN diatur untuk memastikan
adanya pemisahan yang tegas antara fungsi kepemilikan, pengelolaan, dan pengawasan. Direksi
memiliki  tanggung  jawab  utama untuk menjalankan  kegiatan usaha  dan
mempertanggungjawabkan hasilnya, sedangkan Dewan Komisaris bertugas melakukan fungsi
pengawasan strategis, serta memberikan nasihat kepada Direksi (Lin et al., 2012). Menteri
BUMN, sebagai wakil negara, berperan menentukan arah kebijakan dan mengawasi kinerja
tanpa mencampuri urusan operasional. Namun, keterlibatan multiaktor dalam kebijakan dan
pengawasan BUMN sering menimbulkan irisan kewenangan yang memunculkan konflik peran
dan ketidakefektifan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk menelaah
bagaimana hubungan antarorgan tersebut dapat diatur lebih efektif guna memperkuat prinsip
GCG (Ding & Wu, 2014).

Kebijakan restrukturisasi dan reformasi BUMN sejak tahun 2010 hingga kini
menunjukkan adanya keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola korporasi negara.
Pembentukan holding BUMN di berbagai sektor dan penerapan Key Performance Indicators
(KPI) berbasis nilai tambah menjadi salah satu langkah nyata menuju efisiensi dan transparansi.
Namun, dalam perspektif tata kelola, aspek struktural dan fungsional masih perlu diperkuat agar
reformasi BUMN tidak berhenti pada bentuk administratif semata. Konsistensi penerapan
GCG menjadi penting karena tanpa budaya organisasi yang mendukung dan pengawasan yang
independen, perubahan struktur hanya bersifat kosmetik dan tidak menyentuh substansi tata
Kelola (Cuervo-Cazurra et al., 2014).

Penelitian ini juga berangkat dari adanya kesenjangan antara teori dan praktik tata kelola
BUMN di Indonesia. Secara teoritis, penerapan GCG menuntut setiap organ perusahaan
memiliki peran yang jelas, saling melengkapi, dan independen. Namun dalam praktik, intervensi
kebijakan serta pola hubungan yang hierarkis antara Kementerian BUMN dan manajemen
perusahaan sering kali mengaburkan prinsip independensi. Hal ini berdampak pada lemahnya
mekanisme check and balance yang seharusnya menjadi ciri utama sistem korporasi modern
(Turnip, 2025b). Oleh karena itu, kerja sama antara Menteri, Direksi, Komisiaris, dan Dewan
Pengawas harus ditinjau kembali dalam kerangka regulatif yang adaptif dan konsisten. Selain itu,
penguatan aspek akuntabilitas publik menjadi faktor krusial dalam menjamin kredibilitas BUMN
sebagai pengelola aset negara. Dalam konteks keterbukaan informasi, publik berhak mengetahui
bagaimana BUMN menjalankan fungsi ekonominya dan sejauh mana prinsip GCG diterapkan.
Laporan tahunan, audit keuangan, serta pelaporan keberlanjutan (sustainability report) menjadi
instrumen penting dalam menciptakan transparansi (Gusnia, 2023). Namun, praktik pelaporan
ini sering kali hanya bersifat formalitas dan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja nyata
organisasi. Kelemahan ini menunjukkan perlunya reformasi budaya birokrasi di tubuh BUMN,
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di mana orientasi kinerja seharusnya didasarkan pada nilai etika dan tanggung jawab sosial,
bukan sekadar kepatuhan administratif.

Dari sudut pandang kebijakan publik, peran BUMN tidak dapat dipisahkan dari
pengaruh politik dan kepentingan ekonomi nasional. Menteri BUMN memegang posisi strategis
karena berada di persimpangan antara kepentingan negara sebagai pemilik modal dan tuntutan
efisiensi bisnis. Dalam banyak kasus, keputusannya memengaruhi arah strategis perusahaan,
termasuk pengangkatan dan pemberhentian direksi atau komisaris (Purwanto et al., 2025). Oleh
karena itu, penting adanya mekanisme tata kelola yang menjamin evaluasi berbasis kompetensi
dan kinerja, bukan atas dasar kedekatan politik. Evaluasi ini menjadi pondasi terciptanya tata
kelola yang berkeadilan dan berintegritas, sesuai dengan idealisme GCG.

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas juga memegang peranan penting dalam
menjamin terciptanya pengawasan yang efektif dan independen. Keberadaan mereka bertujuan
untuk menyeimbangkan kekuasaan Direksi dan memastikan bahwa keputusan strategis
perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan publik. Namun, tantangan terbesar
muncul ketika anggota komisaris atau pengawas memiliki afiliasi politik yang kuat, sechingga
fungsi pengawasan tidak berjalan objektif (Purwanto et al., 2025). Oleh karena itu, pembenahan
mekanisme seleksi, penilaian kinerja, dan transparansi penugasan menjadi langkah penting
untuk memperkuat fungsi kontrol dan menjaga kredibilitas lembaga pengawas dalam kerangka
GCG. Selain dimensi kelembagaan, aspek budaya organisasi dan etika manajemen juga menjadi
faktor fundamental dalam mengimplementasikan tata kelola yang baik. Direktur dan manajemen
BUMN harus memiliki komitmen moral terhadap nilai transparansi dan keadilan dalam setiap
pengambilan keputusan bisnis. Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilihat dari
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), melainkan juga dari integritas individu dan
profesionalisme pengelola (Florackis et al., 2009). Oleh karena itu, reformasi tata kelola BUMN
tidak dapat hanya bersandar pada kebijakan struktural, tetapi harus diiringi dengan transformasi
nilai dan perilaku korporasi yang berorientasi pada integritas dan keberlanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) yang berfokus pada
analisis konseptual, normatif, dan empiris terkait struktur organisasi serta tata kelola Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) dalam konteks penerapan prinsip Good Corporate Governance
(GCG). Pendekatan kajian pustaka ini dilakukan melalui penelusuran dan pengumpulan data
sckunder dari berbagai sumber ilmiah seperti peraturan perundang-undangan (terutama
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, PP No. 23 Tahun 2022 tentang
Transformasi BUMN, dan peraturan Menteri BUMN terkait fungsi direksi, dewan komisaris,
serta mekanisme pengawasan), jurnal akademik nasional dan internasional, buku teks
manajemen dan hukum korporasi, laporan tahunan BUMN, serta publikasi resmi Kementerian
BUMN (Eliyah & Aslan, 2025). Seluruh sumber tersebut dianalisis secara kualitatif dengan
menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi pola hubungan antara
peran kelembagaan dan penerapan prinsip GCG dalam praktik pengelolaan BUMN. Peneliti
menitikberatkan pada interpretasi teoretis terthadap konsep tata kelola perusahaan yang baik,
pembagian kewenangan antarorgan BUMN, dan mekanisme pengawasan negara, guna
menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas model pengelolaan serta
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rekomendasi peningkatan tata kelola yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel di
lingkungan BUMN (Petticrew & Roberts, 2020).

Hasil dan Pembahasan
Struktur Organisasi dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dirancang sebagai mekanisme
kelembagaan yang mengatur hubungan antara pemilik modal negara, pengelola, dan pengawas
agar tujuan ekonomi dan sosial dapat berjalan beriringan secara efektif. Sebagai entitas bisnis
yang dimiliki oleh negara, BUMN harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan efisiensi
korporasi dan kewajiban pelayanan public (Florackis et al, 2009). Dalam sistem hukum
Indonesia, BUMN berperan tidak hanya sebagai pelaku ekonomi namun juga instrumen
kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pembentukan struktur organisasi yang tepat menjadi
tahap fundamental dalam memastikan setiap organ memiliki kewenangan dan tanggung jawab
yang saling melengkapi. Ketidaksinkronan struktur kelembagaan kerap menimbulkan konflik
peran, yang pada akhirnya menghambat tercapainya prinsip Good Corporate Governance
(GCQG) (Florackis et al., 2009).

BUMN di Indonesia dibedakan menjadi dua bentuk utama, yaitu Perusahaan Perseroan
(Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Persero berbentuk perseroan terbatas
yang sebagian besar sahamnya dimiliki negara, dengan tujuan utama mencari keuntungan,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Sementara
itu, Perum diarahkan pada penyediaan layanan publik dengan tetap memperhatikan efisiensi dan
efektivitas ekonomi (Yuniarso, 2025). Perbedaan bentuk ini berimplikasi langsung terhadap
struktur organisasi dan model pengelolaan. Pada Persero, berlaku prinsip-prinsip korporasi
sebagaimana perusahaan swasta, sementara pada Perum, pemerintah memiliki peran yang lebih
besar dalam menentukan kebijakan dan pengawasan. Oleh karena itu, kejelasan fungsi dan batas
kewenangan antarorgan BUMN menjadi sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih
otoritas (Szarzec et al., 2021).

Dalam konteks kelembagaan, struktur organisasi BUMN terdiri atas tiga organ utama
yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Menteri BUMN sebagai wakil dari pemegang
saham negara, Direksi, serta Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Ketiga organ ini memiliki
fungsi berbeda namun saling berhubungan dalam sistem tata kelola perusahaan. Menteri BUMN
mewakili negara dalam pengambilan keputusan strategis pada tingkat kepemilikan, Direksi
mengelola operasional sehari-hari, dan Dewan Komisaris memastikan bahwa pengelolaan
berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan peraturan yang berlaku (Asshiddiqie, 2019). Hubungan
antara ketiga organ tersebut hendaknya dibangun atas dasar kejelasan fungsi, transparansi
informasi, dan independensi pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, relasi
ketiganya sering kali diwarnai tarik-menarik kepentingan yang berpotensi melemahkan fungsi
pengawasan dan efektivitas manajerial (Fuady, 2022).

Peran Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham negara merupakan posisi yang
sangat strategis dalam menentukan arah kebijakan dan visi jangka panjang BUMN. Menteri
bertindak untuk dan atas nama negara dalam pengambilan keputusan penting seperti
restrukturisasi, privatisasi, dan pengangkatan jajaran direksi atau komisaris. Namun, dalam
perspektif tata kelola, posisi ini harus tetap berada dalam batas koridor kebijakan makro tanpa
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melakukan intervensi langsung terhadap keputusan operasional perusahaan. Tugas Menteri
bukan untuk mengelola bisnis sehari-hari, melainkan memastikan agar arah strategis BUMN
sejalan dengan kepentingan nasional dan prinsip-prinsip GCG. Kejelasan batas kewenangan
inilah yang menjadi elemen vital dalam menjaga profesionalisme serta mencegah konflik
kepentingan antara kepemilikan dan pengelolaan (Sutedi, 2023).

Direksi merupakan organ pengelola yang memegang penuh tanggung jawab atas
kegiatan operasional BUMN. Direksi bertugas menjalankan kebijakan perusahaan dengan
berorientasi pada peningkatan nilai perusahaan dan efisiensi sumber daya. Keberhasilan Direksi
diukur melalui kinerja keuangan, efisiensi operasional, inovasi strategi bisnis, serta kepatuhan
terhadap standar akuntabilitas (Turnip, 20252). Direksi memiliki kewajiban untuk membuat
laporan pertanggungjawaban kepada RUPS dan berkoordinasi dengan Dewan Komisaris. Di
sisi lain, independensi Direksi perlu dijaga agar keputusan manajemen tidak dipengaruhi oleh
tekanan politik maupun kepentingan non-bisnis. Dalam banyak kasus, kegagalan BUMN berasal
dari lemahnya governance di tingkat Direksi, baik dalam hal transparansi keputusan,
pemborosan investasi, maupun pengabaian prinsip keterbukaan informasi public (Harun, 2024).

Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas memiliki fungsi yang tidak kalah penting
karena keduanya berperan sebagai pengendali internal dalam menjamin terciptanya mekanisme
check and balance di tubuh BUMN. Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan
strategis, memberikan nasihat kepada Direksi, dan memastikan kebijakan perusahaan selaras
dengan ketentuan hukum dan etika bisnis (Martono, 2024). Sementara Dewan Pengawas,
terutama pada BUMN berbentuk Perum, bertugas memastikan bahwa pengelolaan memenuhi
tujuan pelayanan publik yang ditetapkan pemerintah. Pengawasan yang efektif membutuhkan
kompetensi, independensi, dan integritas tinggi dari para anggota dewan. Oleh karena itu, proses
seleksi dan rotasi jabatan harus dilakukan secara objektif agar fungsi pengawasan tidak
kehilangan kredibilitas (Yakup, 2021a).

Struktur organisasi BUMN juga dilengkapi dengan mekanisme holding dan anak
perusahaan, terutama sebagai strategi efisiensi dan peningkatan daya saing di sektor global.
Model holdingisasi yang dijalankan Kementerian BUMN sejak beberapa tahun terakhir
bertujuan memangkas birokrasi, memperkuat konsolidasi keuangan, serta mendorong
kolaborasi lintas sektor (Estache & Wren-Lewis, 2009). Namun, pembentukan holding
menimbulkan tantangan baru dalam hal tata kelola dan akuntabilitas, karena memperluas tingkat
koordinasi antara perusahaan induk dan entitas turunannya. Tanpa mekanisme kontrol yang
kuat, holding BUMN berisiko menjadi pusat kekuasaan baru yang tidak transparan. Hal ini
menegaskan perlunya sistem pelaporan dan audit yang terpadu agar efektivitas holding tetap
berkorelasi dengan prinsip GCG (Li & Liu, 2023).

Dalam implementasi pengelolaan sehari-hari, BUMN wajib menyusun pedoman tata
kelola (code of corporate governance) yang mengatur tentang hubungan antarorgan perusahaan,
mekanisme pelaporan, serta sistem evaluasi kinerja. Dokumen ini menjadi dasar bagi Direksi
dan Komisaris dalam menjalankan fungsi masing-masing secara konsisten. Meskipun banyak
BUMN telah mengadopsi standar GCG sesuai pedoman OECD dan Kementerian BUMN,
pelaksanaannya sering kali belum optimal karena lemahnya budaya organisasi dan resistensi
tethadap perubahan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola memerlukan pendekatan
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berkelanjutan yang mencakup pembinaan sumber daya manusia, peningkatan kompetensi
manajemen risiko, serta penguatan sistem pengawasan internal (Bruton & Peng, 2020).

Selain kerangka organisasi formal, faktor budaya birokrasi juga sangat memengaruhi
efektivitas pengelolaan BUMN. Sebagian BUMN masih mempertahankan karakter birokratis
yang menekankan hierarki dan kepatuhan prosedural daripada orientasi pada hasil. Pola ini
menghambat inovasi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis. Transformasi kultur
organisasi dari birokratis menuju korporatif menjadi keharusan agar BUMN dapat beradaptasi
dengan tuntutan pasar yang semakin kompetitif. Menteri BUMN melalui berbagai inisiatif
digitalisasi dan profesionalisasi sumber daya manusia mencoba mempercepat pergeseran nilai
tersebut, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada komitmen Direksi serta dukungan
Dewan Komisaris dalam menginternalisasikan nilai-nilai GCG di setiap jenjang organisasi
(Megginson, 2017).

Dari sudut pandang hukum, struktur organisasi BUMN harus berlandaskan pada prinsip
pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan (separation of ownership and management).
Negara sebagai pemilik modal tidak boleh mengintervensi terlalu dalam terhadap kebijakan
operasional, melainkan cukup melalui pengawasan dan penetapan kebijakan strategis. Prinsip
ini sangat penting untuk menjaga keadilan kompetitif antara BUMN dan swasta serta
menghindari penyalahgunaan wewenang (Boubakri et al., 2005). Namun, batas pemisahan ini
kerap sulit diterapkan di Indonesia karena sebagian besar BUMN berada di bawah tekanan
politik yang tinggi. Reformasi tata kelola yang efektif menuntut keberanian untuk mengurangi
intervensi birokrasi sekaligus memperkuat sistem pengendalian berbasis kinerja (Chen et al.,
2000).

Dalam implementasinya, pengelolaan BUMN juga menghadapi tantangan dalam
transparansi dan pertanggungjawaban publik. Meskipun sebagian besar BUMN  telah
menerapkan praktik pelaporan tahunan dan audit independen, transparansi belum sepenuhnya
tercapai karena masih ada kendala dalam keterbukaan informasi strategis. Sebagai perusahaan
milik negara, BUMN memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa masyarakat
dapat mengawasi kinerja dan kebijakan yang diambil. Audit publik, laporan keberlanjutan, dan
forum akuntabilitas sosial merupakan bentuk konkret dalam mewujudkan keterbukaan tersebut.
Namun, jika tidak disertai dengan transparansi yang jujur dan evaluasi obyektif, mekanisme
tersebut hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak substantif terhadap perbaikan
tata Kelola (Florackis et al., 2009).

Reformasi struktur organisasi BUMN tidak boleh hanya berfokus pada perubahan
bentuk hukum atau posisi jabatan, tetapi harus diarahkan pada penguatan sistem tata kelola
internal. Sistem ini meliputi pengendalian internal, manajemen risiko, audit independen, dan
mekanisme pelaporan terintegrasi yang mampu memantau seluruh aktivitas perusahaan secara
real time (Purwanto et al, 2025). Penerapan teknologi informasi untuk pengawasan dan
pelaporan kinerja juga menjadi bagian penting dari transformasi tata kelola modern. Sistem
digitalisasi yang dikembangkan oleh Kementerian BUMN diharapkan dapat memperkecil ruang
penyimpangan serta meningkatkan efisiensi proses bisnis. Namun, efektivitas sistem ini
bergantung pada integritas sumber daya manusia dan komitmen lembaga terhadap transparansi
(Gusnia, 2023).
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Selain aspek struktural dan prosedural, tantangan terbesar dalam pengelolaan BUMN
adalah menjaga keseimbangan antara misi sosial dan profitabilitas ekonomi. Sebagai entitas
bisnis milik negara, BUMN dituntut untuk memberikan deviden dan keuntungan kepada negara,
sekaligus menjalankan perannya sebagai agen pembangunan yang melayani kepentingan public
(Turnip, 2025b). Dalam kerangka tersebut, kebijakan strategis yang diambil harus
mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang dan dampak sosial. Direksi dan Dewan
Komisaris memegang peran penting untuk merancang kebijakan yang mencerminkan
keseimbangan ini. Dengan tata kelola yang tepat, BUMN dapat menjadi instrumen efektif untuk
mendorong inovasi ekonomi sekaligus menjaga akses publik terhadap layanan penting (Cuervo-
Cazurra et al., 2014).

Pada akhirnya, efektivitas struktur organisasi dan pengelolaan BUMN sangat bergantung
pada sejauh mana prinsip Good Corporate Governance dapat diinternalisasikan secara
konsisten di semua tingkatan organisasi. Tidak cukup hanya dengan peraturan formal atau
pedoman etika; diperlukan kesadaran kolektif bahwa tata kelola yang baik bukan sekadar
kewajiban hukum, melainkan kebutuhan strategis untuk keberlanjutan perusahaan dan reputasi
negara. Melalui pembenahan struktur organisasi, penguatan fungsi pengawasan, peningkatan
transparansi, serta profesionalisasi sumber daya manusia, BUMN diharapkan dapat menjadi
contoh praktik tata kelola yang unggul di sektor publik maupun swasta. Dengan demikian, peran
BUMN tidak hanya terbatas pada penyumbang pendapatan negara, tetapi juga sebagai motor
penggerak reformasi tata kelola di Indonesia secara keseluruhan.

Peran dan Tanggung Jawab dalam Mewujudkan Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) dalam konteks Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) merupakan landasan yang menentukan bagaimana perusahaan negara dikelola secara
transparan, akuntabel, dan berorientasi pada nilai tambah jangka panjang. Prinsip GCG bukan
hanya bersifat administratif, melainkan menjadi alat strategis untuk menjamin keberlanjutan
perusahaan dan kepercayaan publik terhadap institusi negara (Cuervo-Cazurra et al., 2014).
Dalam sistem BUMN, tantangan penerapan GCG jauh lebih kompleks dibandingkan sektor
swasta karena terdapat kepentingan ganda antara profitabilitas perusahaan dan tanggung jawab
sosial terhadap masyarakat. Oleh sebab itu, peran setiap organ dalam BUMN-—yakni Menteri
sebagai wakil pemegang saham, Direksi sebagai pengelola, Dewan Komisaris atau Dewan
Pengawas sebagai pengendali—harus dijalankan secara harmonis dalam kerangka hukum dan
manajerial yang jelas (Ding & Wu, 2014).

Menteri BUMN memiliki peran fundamental sebagai representasi negara, yang sekaligus
memegang kekuasaan tertinggi dalam menetapkan arah strategis BUMN. Sebagai wakil
pemegang saham, Menteri bertanggung jawab untuk memastikan kebijakan perusahaan sejalan
dengan tujuan pembangunan nasional dan kepentingan publik. Tugas Menteri tidak terbatas
pada pengawasan semata, tetapi juga meliputi pembentukan regulasi, penetapan kinerja, serta
pemilihan individu yang profesional untuk mengisi jabatan Direksi dan Komisaris (Lin et al.,
2012). Namun demikian, efektivitas peran Menteri sangat ditentukan oleh kemampuannya
menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan makro dengan independensi operasional
perusahaan. Intervensi yang berlebihan dalam urusan bisnis justru dapat menghambat
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fleksibilitas manajemen, mengurangi daya saing, dan menimbulkan konflik kepentingan antara
tujuan negara dan efisiensi ekonomi (Yakup, 2021b).

Dalam kerangka GCG, Menteri BUMN juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum
untuk menciptakan ekosistem tata kelola yang sehat di seluruh lingkungan BUMN. Hal ini
dilakukan melalui penerbitan kebijakan dan pedoman pelaksanaan GCG, seperti peraturan
mengenai seleksi dan evaluasi Direksi serta Dewan Komisaris berdasarkan kompetensi dan
integritas. Selain itu, Kementerian BUMN juga bertugas mengawasi pelaksanaan audit internal
dan eksternal, memastikan keterbukaan laporan keuangan, dan menilai kepatuhan perusahaan
terthadap prinsip transparansi (Wang et al., 2018). Namun, keberhasilan kebijakan tersebut
bergantung pada konsistensi implementasi serta kemauan politik untuk menghindari praktik
patronase atau penempatan jabatan berdasarkan hubungan personal. Dengan demikian,
tanggung jawab Menteri bukan hanya administratif, tetapi juga etis dalam menjaga kepercayaan
publik terhadap pengelolaan BUMN (Clarke, 2003).

Direksi BUMN memegang fungsi utama sebagai pengelola yang menjalankan kegiatan
operasional perusahaan. Dalam perspektif GCG, Direksi harus mengelola perusahaan secara
independen, profesional, dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham melalui
peningkatan nilai perusahaan serta pelaporan yang akuntabel. Direksi memiliki kewenangan
penuh dalam menetapkan strategi bisnis, mengelola keuangan, mengelola risiko, dan
mengembangkan sumber daya Perusahaan (Claessens & Yurtoglu, 2013). Akan tetapi, tanggung
jawab strategis ini juga diimbangi oleh kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai prinsip
hukum, etika, dan kebijakan publik yang berlaku. Oleh karena itu, Direksi BUMN tidak hanya
bertanggung jawab kepada RUPS atau Menteri sebagai wakil pemegang saham, tetapi juga
kepada masyarakat luas sebagai pemilik modal publik.

Dalam praktiknya, Direksi sering menghadapi dilema antara menerapkan prinsip
efisiensi bisnis dengan menjaga kepentingan publik dan sosial. Sebagai contoh, keputusan yang
berorientasi pada keuntungan dapat berbenturan dengan kebijakan tarif atau penyediaan layanan
yang diwajibkan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan GCG menuntut Direksi untuk mampu
mengintegrasikan aspek finansial, sosial, dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan (Bortolotti et
al., 2021). Salah satu bentuk implementasi GCG di tingkat Direksi adalah penyusunan laporan
keberlanjutan (sustainability report) serta pengungkapan informasi material secara berkala
melalui sistem pelaporan yang transparan. Tanggung jawab ini diperkuat dengan kewajiban
manajemen risiko dan evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicators (KPI) yang
ditetapkan oleh Kementerian BUMN (Umanto et al., 2021).

Sementara itu, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas bertugas melakukan
pengawasan serta memberikan nasihat terhadap kebijakan dan keputusan Direksi. Peran mereka
menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa seluruh tindakan Direksi sejalan dengan
prinsip GCG, termasuk dalam pengawasan terhadap pelanggaran etika bisnis, penyimpangan
keuangan, dan praktik konflik kepentingan (Dubihlela, 2022). Dewan Komisaris berperan
sebagal pengendali strategis yang menjaga keseimbangan antara kepentingan pemegang saham
dan kepentingan manajemen. Dalam kasus BUMN berbentuk Perum, Dewan Pengawas
menjalankan fungsi serupa namun lebih menekankan pengawasan terhadap efektivitas
pelayanan publik dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Kedua lembaga ini berperan
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sebagai pilar integritas, yang memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di tubuh
BUMN (Estache & Wren-Lewis, 2009).

Efektivitas kinerja Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas sangat bergantung pada
independensi dan kompetensi anggotanya. Idealnya, anggota dewan harus memiliki integritas
moral, pengetahuan profesional, dan pengalaman bisnis yang memadai untuk dapat
melaksanakan pengawasan secara objektif dan konstruktif. Namun, di lapangan sering kali
terdapat tantangan berupa komposisi anggota yang diisi oleh figur politik atau individu yang
kurang memahami industri terkait. Hal ini dapat mengancam prinsip independensi dan
menurunkan kualitas pengawasan (Dubihlela, 2022). Oleh karena itu, reformasi tata kelola
menuntut adanya mekanisme seleksi berbasis merit serta pembatasan rangkap jabatan guna
menghindari konflik kepentingan. Penguatan kapasitas Dewan Komisaris melalui pelatihan dan
sertifikasi GCG juga menjadi langkah penting untuk mendukung profesionalisme.

Dalam kaitannya dengan penerapan prinsip akuntabilitas, setiap organ BUMN wajib
mempertanggungjawabkan kewenangan dan keputusannya secara transparan. Akuntabilitas
tidak hanya diwujudkan melalui laporan keuangan tahunan, tetapi juga melalui penilaian mandiri
(self-assessment) dan audit independen. Direksi wajib memaparkan kinerja perusahaan
berdasarkan indikator yang terukur dan memberikan penjelasan terkait kebijakan strategis yang
berdampak signifikan. Sementara Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk
melaporkan hasil pengawasan kepada Menteri dan publik. Budaya akuntabilitas akan tumbuh
apabila setiap organ beroperasi dengan kejelasan fungsi serta komitmen terhadap keterbukaan
informasi (Umanto et al., 2021).

Prinsip transparansi juga menjadi elemen sangat penting dalam mewujudkan GCG.
BUMN sebagai pengelola aset publik harus memberikan akses informasi yang cukup kepada
pemegang saham, karyawan, konsumen, dan masyarakat mengenai kondisi keuangan, kebijakan
operasional, serta risiko yang dihadapi perusahaan. Transparansi bukan berarti membuka
seluruh rahasia perusahaan, tetapi memastikan bahwa informasi material yang relevan dapat
diakses secara wajar untuk pengambilan keputusan publik dan investasi. Penerapan kebijakan
keterbukaan informasi secara digital melalui portal BUMN dan sistem pelaporan online telah
menjadi salah satu langkah penting menuju tata kelola modern yang terukur dan efisien
(Bortolotti et al., 2021).

Selain transparansi dan akuntabilitas, prinsip responsibilitas juga menjadi landasan moral
bagi pengelolaan BUMN. Setiap organ harus memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan
tethadap masyarakat. Direksi perlu memastikan bahwa kegiatan usaha tidak hanya
menguntungkan secara ckonomi, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap
pembangunan berkelanjutan (Claessens & Yurtoglu, 2013). Dewan Komisaris bertugas
memastikan perusahaan mematuhi regulasi lingkungan, ketenagakerjaan, dan tanggung jawab
sosial. Sementara Menteri BUMN memiliki peran dalam merumuskan kebijakan CSR yang
sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab sosial berfungsi
sebagai penghubung antara tujuan bisnis dan nilai-nilai publik dalam tata kelola BUMN (Clarke,
2003).

Prinsip independensi menjadi kunci dalam menjaga integritas pelaksanaan GCG. Setiap
organ harus dapat mengambil keputusan tanpa tekanan dari pihak manapun. Direksi harus
bebas dari intervensi politik, Dewan Komisaris harus berani menolak keputusan yang
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menyimpang dari prinsip etika, dan Menteri BUMN pun harus konsisten dalam berperan
sebagal pemegang saham pasif, bukan pengelola langsung. Independensi menjamin efisiensi
serta mencegah dominasi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Untuk menguatkan hal
ini, sistem penilaian kinerja berbasis indikator objektif dan audit kepatuhan menjadi instrumen
penting dalam menegakkan profesionalisme (Wang et al., 2018).

Prinsip terakhir dalam GCG, yakni fairness (kewajaran), menekankan perlakuan yang
adil terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham minoritas, karyawan,
konsumen, maupun masyarakat. Dalam konteks BUMN, keadilan juga berarti memberikan
kesempatan yang setara dalam pengambilan keputusan, promosi jabatan, serta akses terhadap
informasi. Direksi dan Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa kebijakan perusahaan tidak
diskriminatif dan berpihak pada meritokrasi. Keberpihakan terhadap prinsip fairness inilah yang
membangun citra positif BUMN sebagai perusahaan yang inklusif dan berkeadilan sosial
(Yakup, 2021b).

Dalam praktik penerapan GCG di BUMN, kolaborasi antara Menteri, Direksi, dan
Dewan Komisaris harus didasarkan pada komunikasi yang terbuka dan kesadaran akan peran
masing-masing. Benturan kewenangan seharusnya dihindari melalui pemisahan fungsi secara
tegas antara pengawasan dan pelaksanaan. Forum GCG, rapat koordinasi, serta pelaporan
berkala antara kementerian dan manajemen menjadi sarana penting dalam menjaga
keseimbangan peran. Dengan demikian, setiap keputusan strategis dapat diambil berdasarkan
pertimbangan profesional dan tidak semata-mata politik atau ekonomi jangka pendek (Lin et
al,, 2012).

Akhirnya, keberhasilan penerapan Good Corporate Governance di BUMN tidak hanya
bergantung pada desain struktur kelembagaan, tetapi juga pada komitmen moral dan etika
individu di dalamnya. Integritas pribadi para pemangku jabatan merupakan fondasi utama dalam
menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Pemerintah perlu memperkuat sistem evaluasi
berbasis perilaku dan nilai-nilai integritas, sementara BUMN harus menumbuhkan budaya
kepatuhan sebagai bagian dari reputasi korporasi. Apabila seluruh organ menjalankan perannya
secara konsisten, maka GCG tidak sekadar menjadi jargon manajerial, tetapi menjelma menjadi
sistem etika dan profesionalisme yang menjadi roh pengelolaan BUMN di Indonesia.

Kesimpulan

Struktur organisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki posisi strategis dalam
menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi ekonomi negara. Keterpaduan antara peran Menteri
sebagai wakil pemegang saham, Direksi sebagai pengelola, serta Dewan Komisaris dan Dewan
Pengawas sebagai organ pengawas merupakan fondasi yang menentukan keberhasilan
penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kelemahan dalam pembagian
kewenangan maupun tumpang tindih tugas antarlembaga sering kali menjadi akar permasalahan
dalam kinerja BUMN. Dengan demikian, penataan struktur organisasi yang transparan, efisien,
dan bebas intervensi politik menjadi syarat utama agar BUMN dapat berfungsi secara optimal
sebagai pelaku ekonomi dan agen pembangunan nasional.

Penerapan prinsip GCG di lingkungan BUMN tidak dapat dilepaskan dari komitmen
etika dan profesionalisme setiap organ perusahaan. Menteri BUMN wajib berperan sebagai
pembuat arah kebijakan strategis tanpa mencampuri aspek operasional, sedangkan Direksi harus

203



menjalankan manajemen perusahaan dengan berorientasi pada kinerja, akuntabilitas, dan
tanggung jawab sosial. Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas harus menjalankan fungsi
kontrol secara independen, objektif, dan berlandaskan integritas moral. Koordinasi dan sinergi
antara ketiga organ tersebut merupakan prasyarat keberhasilan tata kelola korporasi yang baik,
terutama dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat, pelaporan yang transparan, serta
budaya organisasi yang akuntabel.

Secara keseluruhan, efektivitas pengelolaan BUMN sangat bergantung pada konsistensi
penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, independensi,
tanggung jawab, dan keadilan di semua tingkatan organisasi. Reformasi tata kelola tidak hanya
harus menitikberatkan pada penguatan struktur kelembagaan, tetapi juga pada transformasi nilai
dan perilaku etika korporasi. Dengan struktur organisasi yang jelas, fungsi pengawasan yang
tegas, dan kepemimpinan yang berintegritas, BUMN dapat menjadi teladan penerapan tata
kelola perusahaan yang baik dan menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi nasional
yang berdaya saing serta berkelanjutan.
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